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Pendahuiuan

Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai
politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform
politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, peru-
bahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golongan
putih (golput) yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada par-
pol. Kini, di masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur
baru sebagai pemimpin. Tentunya, figur yang bisa membawa perubahan. Hal
ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan

dengan janji-janji politik.

Keberadaan golput di sejum-
lah pemilihan kepala daerah makin
mengukuhkan ketidakpuasan rakyat
terhadap parpol. Secara global jajak
pendapat Lembaga Survei Indone-
sia (LS1) tahun lalu, memprediksikan
tingkat kepercayaan masyarakat ter-
hadap parpol turun drastis. Ini akibat,
masyarakat memandang komitmen
pertanggungjawaban parpol terh-
adap konstituennya masih sangat
minim. Sehingga membuat para
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pemilih menjadi tidak respek terha-
dap parpol. Dengan adanya ketida-
kpercayaan masyarakat terhadap
para calon pemimpin memberikan
efek negatif bagi para elit-elit den-
gan menghambur-hamburkan uang
dalam waktu sekejap, demi kekua-
saan semata. Sebaliknya, sangat
menggiurkan juga bagi masyarakat
meskipun sesaat, karena itu mas-
yarakat merasa “berhutang budi”
pada calon kepala daerah vyang
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memberikan uang tersebut. Den-
gan cara Money Politics hanya calon
yang memiliki dana besar yang dapat
melakukan kampanye dan sosialisasi
ke seluruh wilayah daerah. Ini mem-
perkecil kesempatan bagi kandidat
perorangan yang memiliki dana ter-
batas, walaupun memiliki integritas
tinggi sehingga mereka tidak akan
dikenal masyarakat.

Singkatnya, penyelenggara pil-
kada harus siap karena pemilihan
kepala daerah (Gubernur/Walikota/
Bupati) akan menampilkan peruba-
han kultur politik dari partai oriented
ke kandidat oriented. Sementara den-
gan kondisi yang ada, kandidat Guber-
nur / Walikota / Bupati harus mampu
mendanai partai sebagai imbal balik
pencalonan. Akibatnya yang muncul
adalah perlombaan untuk mengum-
pulkan uang dari pelbagai sumber
dan tidak mendorong inovasi dan
kreativitas program, bahkan pem-
berantasan korupsi yang dibutuhkan
masyarakat.

Money Politics Sebagai Ancaman

Ciri khas demokrasi adalah
adanya kebebasan (freedom), persa-
maan derajat (equality), dan kedau-
latan rakyat (people’s sovereghty). Di
lihat dari sudut ini, demokrasi pada
dasarnya adalah sebuah paham yang
menginginkan adanya kebebasan,
kedaulatan bagi rakyatnya yang ses-
uai dengan norma hukum yang ada.
Dengan demikian adanya praktik
Money Politics berarti berdampak ter-
hadap bangunan, khususnya di Indo-
nesia berarti prinsi-prinsip demokrasi
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telah tercemari dalam praktek politik
uang. Suara hari nurani seseorang
dalam bentuk aspirasi yang murni
dapat dibeli demi kepentingan. Jadi
pembelokan tuntutan bagi nurani
inilah yang dapat dikatakan kejaha-
tan.

Sisi etika politik yang lainnya ada-
lah pemberian uang kepada rakyat
dengan harapan agar terpilihnya
partai politik tertentu berimbas pada
pendidikan politik, yaitu mobilisasi
yang pada gilirannya menyumbat
partisipasi  politik. Rakyat dalam
proses seperti ini tetap menjadi objek
eksploitasi politik pihak yang memi-
liki kekuasaan. Money Politics bukan
secara moral saja yang salah dalam
dimensi agama juga tidak dibenar-
kan, sebab memiliki dampak yang
sangat berbahaya untuk kepentingan
bangsa ini. Jika yang dihasilkan ada-
lah kekecewaan rakyat, maka sesung-
guhnya yang akan mengadili adalah
rakyat itu sendiri.

Sebuah keniscayaan bahwa,
politik memang membutuhkan dana.
Belanja politik direncanakan dan digu-
nakan untuk berbagai kegiatan pro-
gram kampanye. Untuk membangun
komunikasi politik dengan konstit-
uen, serta menyerap dan mengarti-
kulasikan kepentingan masyarakat.
Paolitisi dalam kompetisi untuk meraih
dukungan pemilih, tanpa dana ham-
pir dapat dipastikan akan kalah.
Tetapi dana politik dan politik uang
jelas berbeda. Letak perbedaan ada-
lah modus dalam pengunaan dana
yang digunakan untuk menggalang
dukungan pemilih. Hal ini tekait pula
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sumber pendanaannya.

Realitas politik menunjukan,
bahwa politisi yang tidak punya dana;
sudah hampir dapat dipastikan akan
xalah dan tersingkir. Faktanya politisi
tidak hanya memerlukan dana kam-
panye yang cukup besar untuk meraih
dukungan dari konstituen. Justru
umumnya politisi sebelumnya mem-
butuhkan dana untuk meraih restu
dan dukungan walaupun tidak resmi
dari elite partai, yang mengusung-
nya. Sumber dana politik umumnya
dapat dikategorikan pada dua sum-
ber. Pertama, bersumber pada sek-
tor negara atau menggunakan APBN.
kedua, dana politik yang bersumber
dari sektor publik atau masyarakat.
Dari perkembangan sisitemn politik di
Indonesia, yang tercermin dari peru-
bahan peraturan perundang-undan-
gan, khususnya UU Nomor 10 Tahun
2008 Tentang Pemilu yang digunakan
sekarang, semata-mata sumber dana
politik dalam tataran infra strktur
politik adalah dari sektor masyarakat.
Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008
tentang Pemilu sumber dana itu meli-
puti:

a. Partai politik.
b. Calegdari partai politik yang ber-
sangkutan.

¢.  Sumbangan pihak lain yang sah
menurut hukum.

Berdasarkan gambaran fakta
dilapangan, maka terlihat bahwa
sumber dana politik itu, dominan dari
kategori butir (b), dan butir (c) diatas.
Kategori sumber dana pada butir (b),
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tersebut adalah caleg yang memiliki
uang sendiri. Politisi dari kategori
ini, umumnya kelompok kaya atau
pengusaha, yang umumnya berpikir
dalam perspektif "usaha”, dimana
dana yang sudah dikeluarkan akan
kembali juga dalam bentuk dana, ber-
politik untuk "pengembalian modal”
mungkin plus keuntungan. Sehingga
kinerja politik menjadi nomor dua.
Sedangkan kategori sumber dana
pada butir (c), adalah kelompok pen-
dana perorangan atau mungkin juga
sindikasi. Yang memberikan donasi,
dengan syarat adanya pengembalian
dalam "perlindungan atau kepent-
ingan politik tertentu”. Donasi yang
diberikan mengikat si politisi, "harus
mengikuti kepentingan” dari sumber
si pemberi donasi. Kinerja politik dan
moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal, yang semestinya ber-
langsung dalam mekanisme dan
politik yang sehat adalah si pemberi
donasi, mengharapkan out-put politik
adalah kebijakan publik yang berkual-
itas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi
instrumen yang dapat diharapkan
mendatangkan kebijakan yang adil,
yang mendatangkan kesejahteraan
dan peningkatan pelayanan publik
yang lebih baik. Mekanisme politik
yang ideal tersebut, mau tidak mau
bila didukung oleh si pemberi donasi
yang memiliki harapan terwujudnya
tatakelola pemerintahan yang lebih
baik, untuk mencapai tujuan berneg-
ara. Pengalaman menujukan si pem-
beri dana dalam kategori tersebut,
adalah kalangan masyarakat menen-
gah yang sosial ekonomi mampu, dis-
amping memiliki kesadaran, karakter
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dan moralitas. Karena masyarakat
pada akar rumput, walaupun besar
jumlahnya belum dapat menyum-
bang seorang calon wakil rakyat,
sekalipun calon itu adalah pilihan-
nya. Bagaimana mungkin dia dapat
menyumbang, dengan kebutuhan
sehari-hari saja sudah repot.

Tentu sangat berbeda, dengan
perbandingan sisitem politik Amer-
ika yang demikian demokratis dan
transparan. Kemanangan Barack
Obama, memberikan suatu contoh.
Dia tidak hanya berhasil menekan
angka golput (yang tidak menggu-
nakan hal pilih). Dana politik, dihim-
pun dari konstituen dengan kuantita
person dan jumlah donasi terbesar
justru berasal donasi yang kecil-kecil
dari masyarakat menengah sampai
pada lampisan akar rumput. jelas
mereka tidak mengenal dana politik
pinjaman yang harus dikembalikan
ke pemberi donasi. Konsekwensinya
hanya dalam pertanggungjawaban
Barack Obama, pengelolaan yang
transparan dan tentu pada gilirannya
tuntutan atas kinerja politik, dalam
bentuk keberhasilan dia mewujudkan
visi dan janji politik yang disampaikan
pada saat kampanye.

Barangkali disanalah letak per-
solannya bagi bangsa kita sekarang
ini. Pilihan sikap politik dari kalangan
menengah Indonesia. Kalangan yang
mampu memberi donasi kegiatan
politik, apakah aktif atau tidak. Bila
aktif, maka hal tersebut menekan pel-
uang kelompok pendana perorangan
(besar) atau mungkin juga sindikasi,
mendominasi atau bahkan boleh jadi
mengkoptasi mekanisme politik kita.
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Yang secara tidak langsung sudah
"mengikat” si politisi jatuh kedalam
jebakan politik uang.

Melawan Praktik Money Politics

Pemilihan kepala daerah saat
ini, nampaknya akan diwarnai den-
gan praktik politik uang. Hal ini terjadi
karena sebagian besar rakyat telah
terbiasa dengan praktik ini dalam
proses-proses politik yang terjadi
yang dilakukan secara langsung, baik
untuk memilih kepala desa, bupati/
wakil bupati, walikota/wakil walikota,
maupun gubernur/wakil gubernur.
Padahal, salah satu pertimbangan
dilakukannya pemilihan langsung
adalah agar praktik Money Politics
bisa diminimalisir. Bahkan dalam
demokrasi langsung sebagaimana
yang terjadi selama ini, praktik Money
Politics menjadi semakin tak dapat
dikendalikan. Berbagai peraturan
perundang-undangan yang melarang
praktik haram ini, seolah dibuat hanya
untuk melanggar.

Praktik Money Politics dalam setiap
perhelatan politik tersebutlah yang
kemudian menyebabkan masyarakat
tidak bisa membedakan antara penye-
lenggaraan mekanisme politik dengan
Money Politics. Singkatnya, terbangun
pandangan umum bahwa politik uang
dalam setiap kompetisi politik adalah
sebuah keharusan. Inilah yang kemu-
dian menyebabkan semacam pan-
dangan bahwa seolah terdapat empat
faktoryangsangatberpengaruhdalam
proses kompetisi politik, yaitu: uang,
duit, money, dan fulus. Selain itu, par-
tai politik tidak siap menyediakan kad-
er-kader handal, baik sebagai calon
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maupun sebagai relawan yang mau
bekerja secara militan untuk menso-
sialisasikan calon-calon yang diajukan
oleh partai. Dengan demikian, calon-
calon yang maju kemudian melaku-
kan cara-cara instan dan praktis untuk
menggerakkan rakyat yang memiliki
hak pemilih untuk memberikan hak
pilinnya.

Hal inilah yang kemudian menye-
babkan kualitas pejabat publik menjadi
terabaikan. Sebab, seseorang dipilih
menjadi pejabat politik bukan karena
kualitas atau kapasitasnya dan kom-
petensinya untuk menempati posisi
politik tersebut, tetapi semata-mata
karena memberikan uang kepada
para pemilih menjelang saat pemili-
han. Inilah menyebabkan jabatan-ja-
batan publik akhirnya ditempati oleh
kaum medioker alias mereka yang
sesungguhnya tidak memiliki prestasi
memadai untuk menjalankan struk-
tur negara/pemerintah daerahnya.
Akibatnya tentu saja struktur negara/
pemerintah daerah tidak akan bekerja
dengan baik untuk mewujudkan cita-
cita pemerintah daerah untuk mewu-
judkan kebaikan bersama (common
goods).

Kesimpulan

Adanya sistem yang bernama
politik uang (Money Politics) yang
memberikan gambaran buruk bagi
kesejahteraan demokrasi di Indone-
sia ini. Ada sebuah slogan yang bagus
dalam menyikapi akan pelanggaran
dari PILKADA secara umum yaitu
DEMOKRASI bukaniah “DEMOCRAZY".
Dan juga bagi masyarakat umum
sepatutnyalah untuk lebih cerdas
dalam menanggapi semua iming-im-
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ing dan janji-janji yang diberikan oleh
para calon kandidat Pilkada dalam
kampanye-nya.

Disamping itu, lebih selektif dalam
memilih apa yang sesuai dengan hati
nurani kalian. Serta juga ingat pada
para calon kandidat yang akan ber-
tarung dalam ajang pesta demokrasi
yang ada di negeri tercinta ini, yaitu
ingatlah asas JURDIL dan LUBER dalam
melaksanakan acara demokrasi ini,
dan juga para calon pemilih juga agar
ingat akan slogan tersebut. Janganlah
sekali-kali kalian khianati hati kalian
demi sesuatu yang belumn tentu kalian
dapatkan. Serta juga slogan tersebut
walau sudah tua umurnya akan tetapi,
manfaat dan maknanya sangatlah
dalam menentukan masa depan
bangsa ini.
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